NOMOR 9 TAHUN

TENTAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Mengingat
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DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
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1.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan
Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk diperiksa

kekayaannya, melaporkan dan mengumumbkan
kekayaannya;
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tentang Kewajiban Penyampaian
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerlntah,
maka dipandang perlu untuk menetapkan
Pejabat/Penyelenggara Negara yang diwajibkan

menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya selaku
; . ..
Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Laporan harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersm dan Bebas dari Korupsi,
‘ Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang omor 2 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemherantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

K=

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Pemberantasan T 1ndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); qphao‘nnfnqng telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubanan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pen,qelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Dari Korupsi;
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10. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 80 Tahu

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

AT
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Nomor 80 Tahun 201 tentang rembentukan rroduxk
a 5 ¢

Tukum Deaerah (Berita Negar

018 Nomor 157);
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11. Peraturan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GURERNUR TENTANG LAPORAN HARTA

KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Propinsi Bengkulu.

N
"
)

. nerintah Provinsi : 1€eri ngkulu
2. Gubernur adalah Gubernur Bengulwn
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjlan kerja yang bekerja pada instansi

o o1
i)

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan

7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan seluruh harta
kekayaan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah yang

g L, Oy, | NEUUN! O — B P o e
dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapka

Kementerian vang
AAAAAAA yang membidangi pendayagunaan

Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. o
http.//jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 2
ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang wajib
menyampaikan LHKASN yaitu Pcjabat Pengawas kecuali yang
mempunyai Kewajiban Laporan Harta Kekayaan
Penyelanggara Negera.

Pasal 3
LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan
melalui aplikasi pada alamat http:/ /sitharka.menpan.go.id/

Pasal 4

(1) Aparatur Sipil Negara Wajib menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Tim
Pengelola LHKASN dengan ketentuan :

4

a. 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan;
b. 1 (satu) bulan sejak ASN diangkat dalam jabatan baru;

c. 1 (satu) bulan setelah ASN berhenti dari jabatan;

7

(2) Batas akhir penyampalan data dﬂaksanakan paling

Pasal 5
LHKASN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 disampaikan

kepada Tim Pengelola LHKASN di Inspektorat Provinsi
Bengkulu berupa
a. Asli surat pernyataan bermaterai 6.000;
b. Bukti Lapor.
BAB 1li
MYAA MTANTNATAYT MT A T YITIT7AQNT
1ivi FERINGOGLLAJULA LIANDNAON
Pasal 6
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN di bentuk
Tim Pengelola LHHEKASN
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(3) Tim Pengelola LHKASN bertugas:
a. Memonitoring kepatuhan menyampaikan LHKASN;
b.Mengatur  Kegiatan  Pendataan, Pendistribusian,

IR R i . SR T ~ 4~ - . V. PR RS S | PP TV ek
remultakniran iata dair vioriiworl g L4apilidil Irndiia
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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c. Memiasilitasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
T W comcmican s e oy | 1 PRGN U | YRR, PR [ o cuTla oo s 2 e B & g
reiucliinitaul r1u ’l lbl DCligkulu sCdgdl wdajlu  Lapul
LHKASN;

d.Berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi yang membidangi Laporan Harta Kekayaan

B o PR O 1T ANY . T TYTIT7 A QAT
Aparatur Sipil Negara (LOKASN];
e. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN vyang

disampaikan;
f. Melakukan klarifikasi kepada ASN apabila verifikasi
yang dilakukan teridentifikasi mengindentifikasikan

1 1 i

adanya ketidakwajarau;
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g. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila
hasil klarifikasi mengindikasikan adanya
ketidakwajaran;

h.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Vi asoan s T 22 ey s e o s e vl T IITZ A CQONY
Kepatunan penyampaiain LasASN

1. Menvamnailka Lanoran Keogiata atas velakasanaan

AAAAAAAAAAAA naikan Laporan Kegiatan atas pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf h di atas kepada Gubernur Bengkulu
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dengan

SANKSI ADMINISTRATIF
Daoanl 7
1 asal ¢
Pelanggaran terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN

dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(MW AQNL  cmrmamiandl lhalhosv  snowdlienlbooas conan Acnlaca lraliianl-o
KJJJ. xiu‘xun) 1iie lJCLul vaiiail P 1111y ls i Al ii no ULJGJ\CLiL
pengembangan karir ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi
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BAB V
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Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
P .. PR, Ty
uxunuaugnau
Agar setiap orang mengetahuinva memerintahkan
tel g o o ] 2
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 24 April 2020

tt
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
WEDAT A RIDN ITTKT TT\/T

INi Jf £8840X% LIFLINNS 1R JAINRS LY

DA;‘ fff'HAIsL ASASI MANUSIA,

ENIP-1968102211993031002

http://jdih.bengkuluprov.go.id



http://jdih.bengkuluprov.go.id

